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ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA YANG IDENTITASNYA DI PUBLIKASIKAN

OLEH :

SINTHA UTAMI FIRATRIA

Anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai korban maupun pelaku wajib
dilindungi hak - haknya oleh pemerintah dan tidak boleh diperlakukan secara
diskriminatif. Undang–Undang No 23 Tahun 2002  jo Undang–Undang No 35
Tahun 2014 Pasal 64  huruf i menyebutkan bahwa Perlindungan khusus bagi
anak yang berhadapan dengan hukum ialah penghindaran dari publikasi atas
identitasnya. Akan tetapi masih di temukan beberapa media atau pers yang
mempublikasikan identitas anak tersebut secara lengkap dan jelas. Permasalahan
yang diteliti oleh penulis adalah Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak
sebagai pelaku tindak pidana yang identitasnya di publikasikan?  Dan Apakah
faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku
tindak pindana sehingga identitasnya di publikaskan?

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis
normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan berupa data primer dan bahan
sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan
penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Prosedur pengolahan dan
pengumpulan data dilakukan dengan seleksi data, klasifikasi data, penyusunan
data dan analisis data.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Perlindungan hukum yang
diberikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang identitasnya di
publikasikan dapat dilakukan pertama kali oleh masyarakat dan pemulihan nama
baik bagi anak tersebut juga harus dilakukan agar nantinya anak tersebut tidak
merasakan takut jika sudah berhadapan dengan masyarakat disekitarnya. Faktor-
faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku
tindak pidana sehingga identitas anak tersebut di publikasikan diantaranya adalah



Sintha Utami Firatria

dari sumber daya manusia yaitu wartawan sendiri yang masih kurang memahami
mengenai peraturan hukum yang sudah ada termasuk peraturan hukum mengenai
anak (perlindungan anak) dan hak-hak anak yang menjadi pelaku tindak
pidanamdan masih mengedepankan atau mengutamakan urusan pribadi dan
mengabaikan kode etik jurnalistik dan peraturan hukum yang sudah ditetapkan.

Saran dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak
pidana yang identitasnya dipublikasikan adalah bagi wartawan media/pers lebih
memahami mengenai kode etik jurnalistik, perundang-undangan dan peraturan
hukum yang sudah berlaku terutama Undang-Undang No 23 tahun 2002 jo
Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Sehingga nantinya
tidak ada lagi kelalaian seperti mempublikasikan identitas anak yang menjadi
pelaku tindak pidana

Kata Kunci : Perlindungan. Anak. Identitas. Publikasi.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus termasuk perlindungan

hukum yang berbeda dari orang dewasa. Hal ini didasarkan pada alasan fisik dan

mental anak-anak yang belum dewasa dan matang. Anak perlu mendapatkan

suatu perlindungan yang telah termuat dalam suatu peraturan perundang-

undangan yaitu Undang–Undang No 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang No 35

Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Setiap anak kelak mampu memikul

tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-

luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial,

berakhlak mulia perlu di dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan

kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-

haknya serta adanya perlakuan tanpa dikriminatif. Perlindungan hukum anak

diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi

anak yang berhubungan dengan kesejahteraanya.

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh

lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari

betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Anak akan matang

pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya
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menggantikan generasi terdahulu. Perlindungan anak merupakan perwujudan

adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak di

usahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai korban maupun pelaku wajib

dilindungi hak - haknnya oleh pemerintah dan tidak boleh di perlakukan secara

diskriminatif. Anak yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan

yang dinyatakan terlarang bagi anak perlu ditangani dengan seksama melalui

sistem peradilan pidana anak.

Anak dibawah umur sekarang ini banyak yang melakukan tindak pidana dan

banyak pula pemberitaan mengenai kasus yang dilakukan oleh anak – anak

tersebut. Namun, Pemberitaan di media massa  yang diambil oleh wartawan

memperlihatkan identitas anak yang menjadi pelaku tindak pidana dengan cara

memperlihatkan wajah dengan menutupi matanya, menyebutkan nama tanpa

memperlihatkan wajah, atau dengan menyebutkan inisial nama dll melalui media

baik media cetak seperti koran dan situs pemberitaan online. Pemberitan tersebut

menimbulkan dampak terhadap anak.

Pelaku tindak pidana yang sudah dewasa pengenalan terhadap identitas dirinya

memang sudah biasa dilakukan. Namun, pada pelaku tindak pidana yang masih

dibawah umur / anak – anak pengenalan identitas diri masih menjadi suatu

perhatian karena pemberitaan tersebut dapat berdampak bagi anak tersebut dalam

berkesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara

optimal baik fisik, mental, sosial, berakhlak mulia perlu di dilakukan upaya

perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan
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jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa

diskriminatif.

Undang–Undang No 23 Tahun 2002 jo Undang–Undang No 35 Tahun 2014

Pasal 64 huruf i disebutkan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang

berhadapan dengan hukum ialah penghindaran dari publikasi atas identitasnya.

Dari pasal 64 huruf i disebutkan bahwa anak nakal harus dilindungi dari publikasi

atas identitasnya sendiri. Apabila identitas anak diberitahukan kepada publik, itu

akan menyebabkan kerugian secara fisik dan mental, mengancam kepada masa

depannya di bidang pendidikan, mendapatkan labelisasi dari masyarakat dan juga

dapat menimbulkan trauma kepada dirinya. Masa depan seorang anak yang

melakukan tindak pidana tidak akan berhenti ketika ia melakukan tindak pidana.

Tetapi akan terhambat jika pada waktu ia menjadi pelaku tindak pidana

identitasnya di ungkap ke publik dan masih di ingat oleh masyarakat sehingga dia

masih mendapatkan labelisasi meskipun dirinya sudah selesai dari masa hukuman

yang di dapat.

Perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kejahatan sebenarnya

sudah diatur dalam Kode Etik Jurnalistik . Kode Etik Jurnalistik juga memiliki

peran untuk melindungi anak sebagai pelaku tindak pidana dari pemberitaan

media massa dengan tidak menyebutkan identitasnya. Hal ini terdapat dalam pasal

8 Kode Etik Jurnalistik. Dalam Kode Etik Jurnalistik pasal 8 dijelaskan juga

bahwa “Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban

kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku
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kejahatan.” Dilihat dari pasal tersebut seharusnya wartawan tidak harus

mempublikasikan identitas anak tersebut secara lengkap.

Pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan

pemberitaan identitas anak nakal belum dapat berjalan sebagaimana mestinya,

dikarenakan tidak ada pengaturan yang jelas dan spesifik untuk

memberikan perlindungan pemberitaan identitas anak nakal. Berdasarkan dari

pengamatan yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik maupun

media cetak, masih sering kali dijumpai mengenai beberapa pemberitaan yang

tidak merahasiakan identitas anak nakal seperti halnya termuat dalam Situs

Detik.Com tanggal 16 februari 2017 yang berjudul Diduga Depresi, Remaja di

Ciputat Bacok Ibu Kandung hingga Tewas. Dalam berita yang di upload di situs

tersebut,  nama dan umur anak yang menjadi pelaku tersebut di cantumkan yaitu

Dimas (15). 1 Seharusnya identitas dari anak nakal tersebut tidak boleh

dipublikasikan keseluruhan. Dalam Undang - undang Nomor 3 tahun 1997 pasal

42 ayat (3) tentang Pengadilan Anak yaitu “Proses penyidikan terhadap perkara

anak nakal wajib dirahasiakan.” Jadi, memang dari awal seharusnya identitas anak

nakal tersebut tidak boleh dipublikasikan pada saat proses penyidikkan.

Namun, para wartawan masih minim tentang aturan pempublikasian identitas

anak sebagai pelaku tindak pidana. Karena masih saja ditemukan di beberapa

media portal di internet maupun media cetak para wartawan masih

mempublikasikan identitas anak tersebut baik menyebutkan nama lengkap dan

usianya sebagai bahan tulisan berita yang mereka buat. Dalam hal ini, wartawan

1 https://news.detik.com/berita/d-3424104/diduga-depresi-remaja-di-ciputat-bacok-ibu-kandung-
hingga-tewas di akses pada tanggal diakses pada tanggal 30 mei 2017 pukul 19.15
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secara tidak langsung telah melanggar ketentuan dari Pasal 64 Huruf i Undang–

Undang No. 35 Tahun 2014 dan kode etik jurnalistik pasal 5. Namun hingga saat

ini masih belum ada sanksi yang tegas bagi para wartawan yang mempublikasikan

identitas anak sebagai pelaku tindak pidana.

Seharusnya ada sanksi yang diberikan kepada media atau wartawan yang

mengungkapkan identitas anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam kode etik

jurnalistik itu sudah diatur tetapi masih ada saja wartawan yang melanggar. Dalam

Undang–Undang No 23 Tahun 2002 jo Undang – Undang No 35 tahun 2014

peraturan mengenai orang yang menyebarkan identitas anak yang berhadapan

dengan hukum belum diatur. Seharusnya dalam Undang–Undang No 23 Tahun

2002 jo Undang – Undang No 35 tahun 2014 diatur mengenai sanksi terhadap

pelanggar pasal 64 karena itu sama aja dia menghilangkan atau membuat anak

yang berhadapan dengan hukum yang seharusnya mendapatkan perlindungan

hukum  tetapi karena pihak lain (wartawan atau media) yang melanggar ketentuan

yang telah di buat maka dirinya pun tidak merasa mendapatkan perlindungan

hukum.

Selain itu pula bagi anak yang berhadapan dengan hukum yang identitasnya di

publikasikan sama saja ia kehilangan perlindungan hukum yang terdapat dalam

Pasal 64 Undang–Undang No 35 tahun 2014. Dan dia pun harus mendapatkan

perlindungan dari pihak lain karena hak mendapatkan perlindungan itu sudah

hilang akibat wartawan atau media yang melanggar ketentuan pasal tersebut.
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B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan

permasalahan adalah sebagai berikut :

a. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak

pidana yang identitasnya di publikasikan?

b. Apakah faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadap anak

sebagai pelaku tindak pindana sehingga identitasnya di publikasikan?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas maka yang menjadi ruang

lingkup penulisan skripsi ini adalah perlindungan hukum terhadap anak

sebagai pelaku tindak pidana yang identitasnya di publikasi dan faktor–

faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku

tindak pindana sehingga identitasnya di publikasikan

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok bahasan diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai

berikut :

a. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi anak sebagai

pelaku tindakan pidana yang identitasnya dipublikasikan.
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b. Untuk mengetahui apa saja faktor–faktor yang menghambat

perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana

sehingga identitas anak sebagai pelaku tindak pidana tersebut di

publikasikan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan

pemahaman baru bagi pembuatan undang-undang dan pemerintah

bagaimana dalam membuat suatu undang-undang

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara positif bagi aparat

penegak hukum dan perusahaan media massa mengenai perlindungan

hukum dan cara mempublikasikan identitas anak sebagai pelaku tindak

pidana yang benar.

D. Kerangka Teoritis dan Konsep

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep – konsep yang merupaka abstraksi dari

hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk

pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.2 Setiap

penelitian itu akan ada suatu keranfka teoritis yang menjadi acuan dan

2Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum cetakan 3, Jakarta: Universitas Indonesia pres,
2007, hlm.127
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bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap

relevan oleh peneliti. Kata teoritis adalah bentuk adjetive dari kata “teori”.

Teori adalah anggapan yang teruji kebenarannya, atau pendapat / cara /

aturan untuk melakukan sesuatu, atau asas / hukum umum yang menjadi

dasar ilmu pengetahuan. Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka

teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Teori Perlindungan Hukum

Munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum

alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan

bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan

abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para

penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah

cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan

manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral. 3 Perlindungan

hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan

untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban,

perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan

masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui

pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum,

ganti rugi, dan sebagai pendekatan restrorative justice.4

Perlindungan adalah segala upaya yang ditunjukkan untuk mencegah,

merehabilitasi dan memberdayakan anak-anak yang mengalami tindak

3 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53.
4 Soerjono Soekanto,Pengantar Penelitian Hukum, Ui Press, Jakarta,1984,hlm 133
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perlakuan salah, eksploitasi dan pelantaran agar dapat menjamin

kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik,

mental maupun sosialnya.5

b. Faktor Penghambat Hukum

Ada beberapa faktor yang dapat menghambat suatu proses penegakan

hukum. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum tak hanya dalam

pelaksanaan perundang-undangan saja, tapi ada faktor- faktor yang yang

dapat memperngaruhinya, yaitu :

1) Faktor Hukumnya Sendiri

Atau peraturan itu sendiri. Contohnya, asas-asas nerlakunya suatu

Undang-Undang, belum adanya peraturan yang mengatur pelaksanaan

yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang, serta

ketidakjelasan arti kata-kata didalam Undang-Undang yang

mengakibatkan kesalahpahaman di dalam penafsiran serta penerapan

Undang-Undang tersebut.

2) Faktor Penegak Hukum

Salah satu kunci dari penegakan hukum adalah mentalitas atau

kepribadian dari penegakan hukumnya sediri. Dalam rangka

penegakan hukum setiap lembaga penegakan hukum, keadila, dan

kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat, dan di aktualisasikan.

3) Faktor Sarana dan Fasilitas

5 Shole Soeaidy, S.H., Dan Zulkhair Dra., Dasar Hukum Perlindungan Anak, CV.NOVINDO
PUSTAKA MANDIRI, Jakarta, 2011,hlm 4.
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Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenanga manusian

yang berpendidikan dan terampilan, organisasi yang baik, peralatan

yang  memadai, keuangan yang cukup. Tanpa saran dan fasilitas yang

memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan

penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya

4) Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan

penegakan hukum, sebab pengakan hukum berasal dari masyarakat

dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang

terpenting dalam menentukan penegakan hukum adalah kesadaran

hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat,

maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik,

semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan

semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat.

Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus

mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam

penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan

perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan

semakin mudahlah dalam menegakannya. Apabila peraturan-peraturan

perundang-undangan tidak suseia atau bertentangan dengan
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kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sukar untuk

melaksanakan dan menegakkan peraturan hukum. 6

2. Konseptual

Konseptual adalah berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam

melaksanakan penelitian. Kerangka konseptual dalam suatu penelitian perlu

dikemukakan apabila penelitian berkenaan dengan dua variabel atau lebih.

Apabila penelitian hanya membahas sebuah variabel atau lebih secara

mandiri, maka perlu dilakukan deskripsi teoritis masing-masing variabel

dengan argumentasi terhadap variasi besarnya variabel yang diteliti. Dalam

penulisan skripsi ini akan dijelaskan mengenai pengertian pokok - pokok

istilah  yang akan digunakan sehubungan dengan obyek dan ruang lingkup

sehingga mempunyai batasan yang jelas dan tepat dalam penggunaanya.

Untuk mempertajam dan merumuskan suatu definisi sesuai dengan konsep

judul maka perlu adanya suatu definisi untuk dijelaskan yaitu :

a. Anak adalah amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam

dirinya melekat  harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya7

b. Perlindungan Hukum terhadap anak adalah segala kegiatan untuk

melindungi dan menjamin agar anak benar – benar dapat melaksanakan

hak dan kewajibannya.8

6 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo
Cetakan Kelima, Jakarta, 2004. Hlm. 42
7 M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8.
8 Wagiati Sutedjo, Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm 68



12

c. Publikasi adalah membuat suatu konten untuk disebar luaskan atau

diperuntukkan bagi publik atau umum9

d. Media massa merupakan bentuk sarana bagi orang untuk

mengekspresikan pikiran atau pendapatnya. Media massa juga berperan

penting dalam memajukan kecerdasan bangsa karena media massa

merupakan sarana pembelajaran yang efektif.10

E. Sistematika Penulisan

a. PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang,

Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan penelitian,

Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

b. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang

berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai

referensi atau bahan pustaka terdiri dari teori serta analisis.

c. METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari langkah-

langkah atau cara yang dipakai dalam pendekatan masalah, serta tentang

sumber data, pengumpulan dan analisis data.

d. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

9 https://brainly.co.id/tugas/1260494 di akses pada tanggal 05 september 2017 pukul 20.32
10 Asep Saepul Muhtadi, Jurnalistik Prndekatan Teori dan Praktek, Logos Wacana Ilmu, Jakarta,
1999, hlm.173
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Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah

didapat dari penelitian, yang terdiri dari bagaimana perlindungan hukum

terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana yang identitasnya di

publikasikan dan apa saja akibat hukum yang terjadi atau yang

ditimbulkan terhadap pelanggaran publikasi identitas anak yang

melanggar ketentuan pasal 64 huruf i UU No 35 Tahun 2014

e. PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan

pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan

yang ada di dalam penulisan skripsi
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Anak dan Anak Nakal

1. Pengertian Anak

Berdasarkan pengetahuan umum, Anak merupakan seseorang yang lahir

dari hubungan seorang pria dan wanita. Adapun pengertian anak adalah

individu yang berada dalam satu rentang perubahan perkembangan yang

dimulai dari bayi hingga remaja. Pengertian masyarakat pada umumnya

tentang anak adalah merupakan titipan dari Sang Pencipta yang akan

meneruskan keturunan dari kedua orang tuanya,sehingga mereka tidak

tahu tentang batasan umur yang disebut dalam pengertian anak. Masa anak

merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai dari bayi

(0-1 tahun) usia bermain/toddler (1-2,5 tahun), pra sekolah (2,5-5), usia

sekolah (5-11 tahun) hingga remaja (11-18 tahun).

Di dalam Hukum Indonesia, ada beberapa pengertian Anak dikarenakan

sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara

tersendiri kriteria tentang anak, adalah sebagai berikut :
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1) Anak menurut Konvensi PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa)

Dalam Konvensi PBB yang di tanda tangani oleh Pemerintah Republik

Indonesia tanggal 1990 di katakan batasan umur anak adalah di bawah

umur 18 (delapan belas) tahun).

2) Anak menurut KUHP

Dalam pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa

apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila

ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan

supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau

pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau

memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak

dikenakan sesuatu hukuman. Ketentuan pasal 35, 46 dan 47 KUHP ini

sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 1997.

3) Anak menurut Hukum Perdata

Dalam pasal 330 KUHPerdata mengatakan, orang belum dewasa

adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu)

tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

4) Anak menurut Undang-Undang Perkawinan

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Pokok Perkawinan (Undang-undang

No. 1 Tahun 1974) mengataan, seorang pria hanya diizinkan kawin

apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak

wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahu. Penyimpangan atas
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hal tersebut hanya dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan

Negeri.

5) Anak menurut Undang – Undang Perlindungan Anak

Menurut Undang – Undang no 35 tahun 2014 pasal 1 ayat 1, anak

adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,

termasuk anak yang masih di dalam kandungan.

6) Anak menurut Undang-undang Pengadilan Anak

Undang-undang Pengadilan anak (UU No. 3 Tahun 1997) Pasal 1 (2)

merumuskan, bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal

yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai

umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

7) Anak Menurut Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang

Kesejahteraan Anak

Dalam Pasal 1 ayat (2) undang - undang ini anak didefinisikan sebagai

seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan

belum pernah kawin.

Meskipun ada perbedaan pemahaman tersebut, pengertian tenntang Anak

dapat digunakan tergantung situasi dan kondisi dalam pandangan yang

mana yang akan dipersoalkan nantinya. Berdasarkan beberapa pengertian

diatas, penulis menyimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang masih

berada didalam kandungan hingga berusia mencapai 18 (delapan belas)

tahun yang belum pernah menikah. Pada umur anak yang menginjak

remaja (11 – 18) tahun suka melakukan kegiatan apapun baik kegiatan
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yang bersifat positif maupun kegiatan yang bersifat negatif. Salah satunya

kini banyak kegiatan anak yang bersifat negatif yang menyebabkan

mereka harus berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan

hukum biasa disebut dengan “Anak Nakal”.

2. Pengertian Anak Nakal

Anak Nakal merupakan anak yang melakukan tindak pidana atau anak

yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak , baik

menurut peraturan perundang – undangan maupun menurut perautran

hukum yang lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Perbuatan

anak yang melanggar hukum pidana maupun tidak melanggar hukum

pidana (tindakaan tercela) disebut ‘kenakalan anak”.

Mengenai pengertian kenakalan anak atau remaja yang lebih dikenal

dengan istilah Juvenile Delequency belum ada keseragaman pendapat

untuk memberi batasan yang cukup dalam satu rangkaian kalimat. Hal ini

disebabkan oleh kompleksnya masalah yang menyangkut kehidupan anak-

anak yang sifatnya kenakalannya berhubungan dengan aspek yuridis,

sosiologis, psikologis dan lain sebagainya. Dalam konteks Juvenile

Delequency diartikan sebagai berikut yaitu Juvenile Delequency adalah

perilaku jahat/asusila atau kenakalan anak-anak dan remaja disebabkan

oleh satu bentuk pengabdian social sehingga mereka itu mengembangkan

tingkah laku yang menyimpang. Sudarto mengatakan bahwa yang

dimaksud dengan anak nakal adalah anak yang memenuhi salah satu dari

ketujuh sebutan yaitu diantaranya :
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a. Anak yang melakukan tindak pidana

b. Anak yang tidak dapat diatur dan tidak taat kepada orang tua / wali /

pengasuh

c. Anak yang sering meninggalkan rumah, tanpa ijin / sepengetahuan

orang tua / wali / pengasuh

d. Anak yang bergaul dengan penjahat – penjahat atau orang – orang

yang tidak bermoral, sedang anak tersebut mengetahui hal itu

e. Anak yang kerap kali mengunjungi tempat – tempat yang terlarang

bagi anak

f. Anak yang sering mempergunakan kata – kata yang kotor

g. Anak yang melakukan perbuatan yang mempunyai akibat yang tidak

baik bagi perkembangan pribadi, sosial, rohani dan jasmani anak.11

Dalam arti sempit, kenakalan anak didefinisikan tidak jauh berbeda

dengan pengertian kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa yaitu

sebuah perbuatan anak yang melanggar ketentuaan undang – undang

pidana. Sedangkan dalam arti luas, kenakalan anak didefinisikan bahwa

kenakalan anak itu bukan hanya melanggar ketentuan yang diatur dalam

hukum pidana, namun melanggar juga ketentuan – ketentuan diluar

hukum pidana, baik tertulis maupun tidak tertulis.12 Segala keberandalan

dan kejahatan yang muncul itu merupakan akibat dari proses

perkembangan pribadi anak yang mengandung unsur dan usaha :

a. Kedewasaan seksual

11 Sudarto. Pengertian dan ruang lingkup peradilan anak, 1981 hal 81.
12 Tri Andrisman. Hukum peradilan Anak. (Bandar Lampung : fakultas Hukum Unila, 2013). Hal :
03
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b. Pencaharian suatu identitas kedewasaan

c. Adanya ambisi materiil yang tidak terkendali

d. Kurang atau tidaknya disiplin diri

Selain itu, penyebab anak melakukan kenakalan, baik berupa tindak

pidana maupun melanggar norma – norma sosial (agama, susila, dan

sopan santun) dipengaruhi oleh faktor intern (dalam diri anak sendiri)

maupun faktor ekstern (diluar diri anak), yaitu :

1) Faktor Ekstern :

a. Lingkungan keluarga yang kurang harmonis atau pecah, kurang

perhatian, kurang kasih sayang sesama anggota keluarga,

egoisme, karena masing-masing sibuk dengan urusanya masing-

masing.

b. Situasi (sekolah, lingkungan) yang menjemukan dan

membosankan, padahal tempat-tempat tersebut mestinya dapat

merupakan factor penting untuk mencegah kenakalan bagi anak-

anak (termasuk lingkungan yang kurang rekreatif)

c. Lingkungan masyarakat yang kurang menentu bagi prospek

kehidupan yang akan datang, seperti masyarakat yang penuh

spekulasi, korupsi, manipulasi, gossip, isu-isu negative,

perbedaan yang trelalu mencolok antara sikaya dan simiskin,

perbedaan kultur, ras dan adat. Bisa juga karena memang mereka

hidup di atas binaan orang-orang jahat (lingkungan preman,

Bandar narkoba, perampok dan lain-lain).
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d. Salah pergaulan, jika para remaja salah dalam pergaulan (bergaul

dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab) maka mereka

akan meniru orang tersebut, dan inilah salah satu akibat dari

pergaulan bebas. Tetapi tidak berarti anak remaja tidak di

perbolehkan bergaul dengan orang lain. Dalam pengertian ini

hanya sebatas menjaga jarak dalam pergaulan.

2) Faktor Ekstern :

a. Kurang memiliki disiplin dan kontrol diri, pada umumnya adalah

dari kegagalan sistem pengontrol diri, yaitu gagal mengawasi dan

mengatur perbuatan instinktif mereka.

b. Merasa diabaikan dan dianggaplemah oleh yang lebih tua.

c. Kurangnya rasa percaya diri pada anak, sehingga menjadikan

mereka maluuntuk terbuka dan melaukan hal yang menyimpang

untuk melakukan apanya yang menjadi keinginan mereka yang

terpendam.

d. Hasrat untuk mendapatkan sesuatu dengan cara yang instan yang

selama ini mereka dapat kan dengan bersusah payah.

e. Kekecewaan hebat karena merasa tidak diterima oleh lingkungan

sekitar.
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B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan

sebagainya) memperlindungi. Dalam KBBI yang dimaksud dengan

perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan

hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang data

berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara).

Satjito Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah adanya

upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan

suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam

rangka kepentingannya tersebut.13

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek -

subyek hukum melalui peraturan perundang - undangan yang berlaku dan

dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum

dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk

mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam

peraturan perundang - undangan dengan maksud untuk mencegah suatu

pelanggaran serta memberikan rambu - rambu atau batasan - batasan

dalam melakukan sutu kewajiban.

13 Satjipro Rahardjo, Sisi - Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm 121
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b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa

sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan

apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila

mengandung unsur- unsur sebagai berikut:

1) Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.

2) Jaminan kepastian hukum.

3) Berkaitan dengan hak - hak warganegara.

4) Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

2. Perlindungan Hukum terhadap Anak

Perlindungan hukum bagi anak secara umum dalam Dokumen

Internasional disebutkan bahwa perlindungan hukum bagi anak dapat

diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan

dan hak asasi anak (fundamental rights and freedoms of children) serta

berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.14

Di Indonesia tentang perlindungan anak diatur dalam Undang – Undang

no. 35 tahun 2014 pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa perlindungan anak

merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan

hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi

14 Tri Andrisman. Hukum peradilan Anak. Bandar Lampung : fakultas Hukum Unila, 2013. Hal:12
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secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahtraan anak dalam

Pasal 2 Ayat 3 dan 4 menentukan bahwa “anak berhak atas pemeliharaan

dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah

dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan -perlindungan terhadap

lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat

pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”. Ketentuan hukum seperti

di atas dengan jelas mendorong perlu adanya perlindungan anak dalam

rangka mengusahakan kesejahtraan anak dan perlakuan adil terhadap anak.

Perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional.

Melindungi anak adalah melindungi manusia, adalah membangun manusia

seutuhnya. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan

berbagai permasalahan sosial yang dapat menganggu ketertiban, keamanan

dan pembangunan nasional.15 Secara fisik, mental, dan sosial, Anak perlu

di dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak

dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta

adanya perlakuan tanpa dikriminatif.

Dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak, harus memenuhi

syarat antara lain :

1) Merupakan pengembangan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan

anak;

15 Arif gosita. Masalah Perlindungan Anak. Jakarta: Akademika Pressindo,1985. Hal :18
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2) Harus mempunyai landasan filsafat, etika dan hukum;

3) Secara rasional positif dan dapat dipertanggungjawabkan;

4) Bermanfaat untyk yang bersangkutan;

5) Mengutamakan perspektif  kepentingan yang diatur, bukan

kepengtingan yang mengatur;

6) Tidak bersifat insidental / kebetulan dan komplementer / pelengkap,

namun harus dilakukan secara konsisten;

7) Melaksanakan respon keadilan yang restoratif (bersifat pemulihan);

8) Tidak merupakan wadah dan kesempatan orang yang mencari

keuntungan pribadi / kelompok;

9) Anak diberi kesempatan berpartisipasi sesuai dengan situasi dan

kondisinya;

10) Berdasarkan citra yang tepat mengenai anak manusia;

11) Berwawasan permasalahan atau problem oriented dan bukan

berwawasan target;

12) Tidak merupakan faktor kriminogen dan bukan faktor viktimogen.16

Tujuan dalam perlindungan hukum terhadap anak adalah untuk :

a. Memberikan sumbangan kepada pembuat Undang – undang terutama

badan legislatif dan badan eksekutif mengenai rumusan substantif

norma hukum perlindungan anak.

b. Memberikan tatangan kepada aparatur penegak hukum dalam

menghadapi pelaksanaan tindak pidana anak – anak.

16 Abintoro Prakoso. Hukum Perlindungan Anak. Yogyakarta : LaksBang PRESindo, 2016. Hlm
14
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c. Memberikan landasan kepastian hukum bagi masyarakat mengenai

hukum perlindungan anak untuk terpenuhinya hak – hak anak agar

dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak

Indonesia yang berkualitas, berahlak mulia dan sejahtera.

Manfaat dari perlindungan hukum terhadap anak adalah sebagai berikut :

a. Manfaat praktis, yaitu :

1) Akan lebih memantapkan diri sendiri dalam memberikan

perlindungan anak sebagai generasi penerus masa depan keluarga,

masyarakat, bangsa dan negara.

2) Memberikan informasi baik kepada keluarga dan masyarakat dalam

memberikan perlindungan anak sebagai tiang dan fondasi generasi

penerus masa depan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

b. Manfaat akademis, yaitu :

a. Memberikan sumbangan dalam meningkatkan perkembangan ilmu

hukum mengenai substansi, struktural dan kultural hukum

perlindungan anak.

b. Memberikan penambahan khasanah pustaka huku, khususnya hukum

perlindungan anak.
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3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang berhadapan dengan

hukum

Perlindungan hukum terhadap anak berlaku bagi semua anak, baik anak

yang berhadapan dengan hukum pun harus mendapatkan perlindungan

hukum. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan

Anak selain mengatur hak - hak anak, dalam Pasal 59 mengatur pula

tentang anak yang mendapat perlidunganya khusus, perlindungan khusus

bagi anak yang berhadapan dengan hukumsebagaimana dimaksud dalam

Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban

tindak pidana, yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya.

Pasal 64 di sebutkan bahwa Perlindungan khusus bagi anak yang

berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui :

a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai
dengan umurnya;

b. pemisahan dari orang dewasa;
c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
d. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman,atau perlakuan lain yang

kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur

hidup;
g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali

sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak

memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
j. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya

oleh Anak;
k. pemberian advokasi sosial;
l. pemberian kehidupan pribadi;
m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
n. pemberian pendidikan;
o. pemberian pelayanan kesehatan; dan
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p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-
undangan

Adapaun perlindungan yang diberikan oleh Undang- undang Sistem

Peradilan Pidana Anak pada Pasal 3 yang menyebutkan bahwa setiap anak

dalam proses peradilan pidana berhak:

a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan
sesuai dengan umurnya.

b. Dipisahkan dari orang dewasa.
c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
d. Melakukan kegaiatan rekreasional.
e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam,

tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya.
f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup.
g. Tidak ditangkap,ditahan, atau dipenjara kecualai sebagai upaya terakhir

dan dalam waktu paling singkat.
h. Memperoleh keadilan di muka Pengadilan Anak yang objektif, dan

tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
i. Tidak dipublikasikan identitasnya.
j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya

oleh anak.
k. Memperoleh advokasi sosial.
l. Memperoleh aksebilitas, terutama bagi anak cacat
m. Memperoleh pendidikan.
n. Memperoleh pelayanan kesehatan.
o. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan perturan Perundang –

Undangan.

Anak - anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai korban maupun

pelaku wajib dilindungi hak - haknya oleh pemerintah dan tidak boleh

diskriminasi. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana atau melakukan

perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak perlu ditangani dengan

seksama melalui sistem peradilan pidana anak Wujud dari suatu keadilan

adalah di mana pelaksanaan hak dan kewajiban seimbang, pelaksanaan hak

dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat

bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Perlukiranya
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diperhatikan bahwa kewajiban bagi anak harus diperlukan dengan situasi,

kondisi, mental, fisik, keadaan sosial dan kemampuannya pada usia tertentu

Dalam proses peradilan pidana anak yang berhdapan dengan hukum perlu

diberi perhatian khusus, demi peningkatan pengembangan perlakuan adil

dan kesejahteraan yang bersangkutan (tetap memperhatikan hak – hak yang

lainnya), proses peradilan pidana adalah suatu proses yuridis, dimana harus

ada kesempatan orang berdiskusi, dapat memperjuangkan pendirian

tertentu, mengemukakan kepentingan oleh berbagai macam pihak,

mempertimbangkannya, dan di mana keputusan yang diambil itu

mempunyai motivasi tertentu. Sehubungan dengan ini maka ada beberapa

hak – hak anak yang perlu diperjuangkan pelaksanaannya bersama – sama,

yaitu :

1) Sebelum Persidangan :

a. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah;

b. Hak untuk mendapatkan perlundungan terhadap tindakan – tindakan

yang merugikam, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari

siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan

misalnya). ;

c. Hak untuk mendapatkan pendamping, penasehat dalam rangka

mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan

datang dengan prodeo ;
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d. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar

pemeriksaan terhadap dirinya (transpr, penyuluhan dari yang

berwajib).

2) Selama persidangan :

a. Hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dengan

kasusnya.

b. Hak mendapatkan pendamping, penasehat, selama persidangan.

c. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan

mengenai dirinya sendiri (transpor, perawatan kesehatan).

d. Hak untuk menyatakan pendapat.

e. Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang

menimbulkan penderitaan, karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun

diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang – undang atau karena

kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut

cara yang diatur dalam KUHAP.

f. Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan / penghukuman yang

positif, yang masih mengembangi dirinya sendiri sebagi manusia

seutuhnya.

g. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.

3) Setelah Persidangan :

a. Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang

manusiawi sesuai dengan Pancasila, Undang – Undang Dasar 1945

dan ide mengenai permasyarakatan.



30

b. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan – tindakan

yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari

siapa saja (berbgai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan

misalnya)

c. Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya,

keluarganya.17

C. Pengertian Publikasi

Publikasi berasal dari kata “publicare” yang artinya “untuk umum”.

Publikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah penyiaran.

Menurut Kamus Islilah Periklanan Indonesia, publikasi adalah setiap

materi yang dicetak, diterhitkan, serta diedarkan untuk disampaikan pada

khalayak umum dalam format apapun seperti majalah, surat kabar. Dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa publikasi merupakan suatu kegiatan

komunikasi berupa menyiarkan, menerbitkan mengedarkan dan

menyampaikan suatu materi, seperti objek, ide, gagasan dan informasi

yang disampaikan pada khalayak umum atau masyarakat dalam bentuk /

media apapun. Suatu kegiatan publikasi bertujuan sebatas

menginformasikan dan memberitahukan suatu materi pada khalayak

umum atau publikasi adalah kegiatan memperkenalkan perusahaan

sehingga umum (public dan masyarakat) dapat mengenalnya.18

17 Shanty Dellyana, Wanita Dan Anak Di Mata Hukum . Yogyakarta : Liberty, 1988. hlm 51
18Onong Uchjana Effendy, Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,
2003. hlm.91
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Menurut hukum dan hak cipta, "Publikasi" adalah sebuah istilah teknis

dalam konteks hukum dan utama dalam hukum hak cipta. Seorang penulis

umumnya adalah pemilik awal dari suatu hak cipta bagi pekerjaannya.

Suatu hak cipta diberikan bagi penulis atas karyanya, di mana hal itu

merupakan hak ekslusif yang diberikan untuk mempublikasikan hasil

karyanya.19

D. Peran Pers di dalam Penegakan Hukum

1. Pengertian Pers

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pers diartikan :

1. Usaha percetakan dan penerbitan

2. Usaha pengumpulan dan penyiaran berita

3. Penyiaran berita melalui surat kabar, majalah, dan radio

4. Orang yang bergerak dalam penyiaran berita

5. Medium penyiaran berita seperti surat kabar, majalh, radio, televisi, dan

film.

Ada dua pengertian mengenai pers. Dalam arti sempit pers adalah yang

menyangkut kegiatan komunikasi yang hanya dilakukan dengan perantara

barang cetakan. Sedangkan dalam arti luas pers adalah yang menyangkut

kegiatan komunikasi, baik yang dilakukan dengan media cetak maupun

dengan media elektronik seperti radio, televisi, maupun internet.20

19 https://id.wikipedia.org/wiki/Publikasi diakses pada tanggal 30 mei 2017 Pukul 21.20
20 Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, Jurnalistik, Teori dan Praktek, Remaja
Rosda Karya : Bandung 2005. Hlm 17
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Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pers mempunyai arti

, yaitu pers dalam arti sempit yaitu yang menyangkut kegiatan komunikasi

yang hanya dilakukan dengan perantaraan barang cetakan. Sedangkan pers

dalam arti luas ialah yang menyangkut kegiatan komunikasi, baik yang

dilakukan dengan media cetak maupun media elektronik seperti radio,

televisi, maupun internet. Media massa merupakan bentuk sarana bagi

orang untuk mengekspresikan pikiran atau pendapatnya. Media massa juga

berperan penting dalam memajukan kecerdasan bangsa karena media

massa merupakan sarana pembelajaran yang efektif. Media massa dalam

hal ini terdiri dari media elektronik seperti televisi, radio bahkan yang

lebih modern saat ini internet dan media cetak seperti surat kabar, majalah,

buku dan sebagainya. Berita yang di sajikan oleh media massa merupakan

hasil dari jurnalistik di dalam mengumpulkan suatu kenyataan yang terjadi

di dalam masyarakat dan mengelolahnya menjadisuatu informasi yang di

tujukan kepada masyarakat. Oleh karena itu peran jurnalistik sangat

menentukan hasil dari pemberitaan yang di siarkan oleh media massa.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, menentukan

bahwa fungsi pers ialah sebagai berikut :

1. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan,

hiburan, dan kontrol sosial.

2. Disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi

sebagai lembaga ekonomi.

Adapun fungsi pers antara lain:
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a. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui menegakkan nilai nilai

dasar demokrasi dan mendorong terwujudnya supremasi hukum dan

hak asasi manusia.

b. Sebagai pelaku Media Informasi

c. Fungsi Pendidikan

d. Fungsi Hiburan

e. Fungsi Kontrol Sosial

f. Sebagai Lembaga Ekonomi

2. Peran pers terhadap anak yang berhadapan dengan hukum

Pers di Negara demokrasi sangat besar perannya dalam pengawasan

penegakan hukum. Dalam kaitan dengan peranan dan fungsi pers ini,

haruslah kita pahami bahwa memang dalam penegakan Negara Hukum

dibutuhkan adanya pilar atau komponen pers yang bebas tetapi yang juga

harus berada dalam rambu-rambu akuntabilitas dan transparansi. Bahkan

dapat dikatakan bahwa secara langsung pers mempunyai peranan yang

benar dan berpengaruh terhadap implementasi dari independensi

Kekuasaan Kehakiman. Melalui pemberitaan pers-lah masyarakat

memperoleh informasi apakah jalannya proses peradilan telah

dilaksanakan sebaik-baiknya dan sebagairnana seharusnya.

Dalam perkembangannya pers memiliki peran yang sangat penting dalam

kehidupan sehari-hari yakni a mirror of event in society and the world,

implying a faithful reflection(Cermin berbagai peristiwa yang ada di
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masyarakat dan dunia), alat control social, alat perubahan sosial dan

pembaharuan masyarakat. Tidak hanya itu Pers memiliki 4 fungsi yakni

fungsi mendidik, mengawasi, menghibur dan memberi pengaruh. Sehingga

tidak dapat dilepaskan antaraperan dan fungsi pers dengan tercapainya

nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum khususnya dalam

kasus anak berhadapan dengan hukum

Peran pers dengan anak yang berhadapan dengan hukum harus ada

pertimbangan bagi pers dalam hal mempublish suatu berita khususnya

mengenai anak berhadapan dengan hukum (anak berkonflik dengan

hukum, anak sebagai saksi dan anak sebagai korban) Pasal 5 Kode Etik

Jurnalistik (KEJ) disebutkan bahwa Wartawan Indonesia tidak

menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak

menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Dalam buku Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) yang dikeluarkan Komisi

Penyiaran Indonesia (KPI), telah disebutkan pada Bab II Pasal 4 butir d, h,

dan j, dimana disebutkan, bahwa P3 memberi arah dan tujuan agar

lembaga penyiaran:

d) menghormati dan menjunjung tinggi etika profesi yang diakui oleh

peraturan perundang-undangan;

h) menghormati dan menjunjung tinggi hak anak-anak dan remaja;

j) menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalistik.
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Kemudian pada Bab X tentang Perlindungan Kepada Anak di Pasal 14,

yang menyebutkan (2) “Lembaga Penyiaran wajib memperhatikan

kepentingan anak dalam setiap aspek produksi siaran”. Dalam aspek

produksi harus mempertimbangkan kepetingan anak. Pada Bab XIX

Bagian Ketiga Pasal 29, dijelaskan mengapa dalam aspek produksi harus

mempertimbangkan kepetingan anak yaitu:

a) menimbulkan dampak traumatic;

b) mempertimbangkan keamanan dan masa depan anak-anak/ remaja;

c) wajib menyamarkan identitas anak-anak dan/ atau remaja dalam

peristiwa dan/ atau penegakan hukum baik sebagai pelaku maupun

korban.

Sementara di Standar Program Siaran (SPS), Pasal 15 butir 3

menyebutkan, “Program siaran yang menampilkan anak dan/ atau remaja

dalam peristiwa/ penegakkan hukum wajib disamarkan wajah dan

identitasnya”. Secara jelas Pasal 15 butir (3) menyebutkan, anak di bawah

umur wajib disamarkan identitasnya sebagaimana ‘perintah’ SPS.

Undang-Undang Dasar 1945 Tahun mengamanatkan, setiap anak berhak

atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berak atas

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam upaya perlindungan

tersebut wartawan memegang peranan penting dalam posisinya untuk

mengupayakan agar hak-hak anak dapat terpenuhi dan terlindungi melalui

pemberitaan media massa seperti:
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Prinsip :

1) Wartawan menaati sepenuhnya Kode Etik Jurnalistik (KEJ)

2) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,

termasuk anak yang masih dalam kandungan.

3) Wartawan wajib memahami martabat dan hak setiap anak dalam semua

situasi.

4) Wartawan wajib melindungi kepentingan terbaik anak dalam setiap

upaya advokasi maupun sosialisasi hak anak.

5) Wartawan wajib menghargai hak anak untuk memberikan pandangan

sesuai dengan usia dan perkembangan anak.

6) Wartawan tidak boleh menempatkan cerita atau berita yang dapat

membahayakan anak.

Peliputan :

1) Sebelum melakukan wawancara sebaiknya wartawan membangun

pendekatan kepada anak, baik sebagai korban, pelaku maupun saksi

dalam tindakan kekerasan, serta keluarga atau wali korban kekerasan.

2) Wartawan wajib memperkenalkan diri sebagai wartawan kepada anak,

baik sebagai korban, pelaku maupun saksi dalam tindak kekerasan,

serta keluarga atau wali korban kekerasan.

3) Selama wawancara anak wajib didampingi keluarga, orangtua/wali atau

orang dewasa yang ia percayai dan dipilih sendiri.

4) Dalam wawancara, perhatian khusus wajib diberikan pada hak priasi

dan kerahasiaan anak, pendapat anak termasuk hak partisipasi mereka
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dalam menentukan setiap keputusan pemberitaan yang berdampak pada

anak harus dihargai.

5) Wartawan menghinari pertanyaan atau komentar yang menghakimi dan

menyuruh melakukan reka ulang peristiwa kekerasan yang dapat

menempatkan anak dalam keadaan bahaya, atau yang dapat

menimbulkan trauma.

Pemberitaan :

1) Gunakan inisial nama untuk anak baik sebagai korban, pelaku atau

saksi dalam tindak kekerasan atau yang terindikasi/terangkit penyakit

yang menimbulkan stigma buruk.

2) Tidak menggunakan bahasa yang vulgar/porno.

3) Hindari pemuatan/penayangan foto, grafis dan audio visual terhadap

anak sebagai korban, pelaku, atau saksi, terkecuali mendapat

persetujuan tertulis dari anak dan orang tua/wali.

4) Tidak mengeksploitasi anak untuk kepentingan media

5) Mengadvokasi pemenuhan hak anak sebagai korban, pelaku atau saksi.

6) Membuat pemberitaan yang menghasilkan efek pencegahan agar orang

tidak melakukan tindak kejahatan terhadap anak.

7) Gunakan istilah Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) untuk

sebutan anak yang berstatus sebagai tersangka, terdakwa maupun
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terpidana sedang istilah Anak Yang Dilacurkan untuk sebutan anak

yang dipekerjakan sebagai pekerja seks. 21

21 http://www.kpai.go.id/artikel/perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban-kejahatan-perkosaan-
dalam-pemberitaan-media-massa/ diakses pada tanggal 04 Agustus 2017 pukul 11 : 08
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III. METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode

penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif

ini disebut juga penelitian doktrinal yang memakai peraturan perundang-

undangan yang berlaku, teori-teori hukum serta pandapat para sarjana dan

ahli hukum sebagai alat analisa. Pendekatan yuridis empiris dilakukan

dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan

ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan

secara langsung ke lapangan22

B. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut :

1) Metode Pengumpulan Data Primer ( Data Lapangan)

Yang dimaksud dengan pengumpulan data primer adalah dengan

mengadakan penelitian lapangan langsung pada objeknya dengan

cara:

22 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan
Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13 - 14.
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a) Wawancara/Interview

adalah tanya jawab dengan pejabat-pejabat ataupun dengan

responden-responden lainya yang berkaitan dengan masalah yang

diteliti.

2) Metode Pengumpulan Data Sekunder

a) Studi Kepustakaan

Cara ini digunakan untuk memperoleh data-data sekunder, mencari

teori dari pandangan-pandangan yang bekaitan dengan pokok

masalah atau untuk memperoleh landasan teoritis yang relevan

dengan permasalahan yang diteliti.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

1. Penentuan Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri - cirinya

akan diduga. Untuk penulisan skripsi ini penulis mengambil populasi

penelitian yang ada kaitannya dengan masalah-masalah yang dibahas.

2. Penentuan Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari populasi dengan

menggunakan cara-cara tertentu. Penentuan sampel dalam penulisan

skripsi ini menggunakan metode pengambilan sampel berupa

Proportional Purposive Sampling, yaitu dalam menentukan sampel

sesuai dengan wewenang atau kedudukan sampel yang dianggap telah
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mewakili dengan masalah yang hendak diteliti. Adapun responden dalam

penelitian ini adalah:

a. Anggota polisi pada Polda  Bandar Lampung : 1 orang

b. Pemerhati Anak pada Lembaga Perlindungan Anak : 1 orang

c. Pimpinan Redaksi Radar Lampung : 1 orang

d. Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Lampung : 1 orang

Jumlah : 4 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Data yang dikumpulkan melalui kegiatan pengumpulan data belum

memberikan arti bagi tujuan penelitian. Penelitian belum dapat menarik

kesimpulan bagi tujuan penelitianya, sebab data-data yang dibutuhkan

masih merupakan data mentah sehingga diperlukan usaha untuk

mengolahnya.Setelah data yang dikehendaki terkumpul baik dari studi

kepustakaan maupun dari lapangan, maka data diproses melalui

pengolahan data dengan langkah - langkah sebagai berikut:

a) Seleksi data

Seleksi data dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperlukan

sudah mencakup atau belum dan data tersebut berhubungan atau tidak

berhubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

b) Klasifikasi data

Klasifikasi data yang telah diperoleh disusun menurut klasifikasi yang

telah ditentukan.
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f. Penyusun data

Penyusun data dimaksudkan untuk mendapatkan data dalam susunan

yang sistematis dan logis serta berdasarkan kerangkapikir. Dalam tiap

tahap ini data dapat dimasukkan ke dalam tabel apabila diperlukan.

E. Metode Analisa Data

Setelah data terkumpul kemudian akan dilakukan analisa data dengan

menghubungkan masalah-masalah yang telah dilakukan penelitian agar

dapat dipertanggung jawabkan, analisa akan dilakukan secara normatif

kualitatif dimana hasil yang akan dilaporkan dalam bentuk skripsi.
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V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya penulis dapat

menyimpulkan,  bahwa :

1. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang

identitasnya di publikasikan dapat dilakukan pertama kali oleh

masyarakat. Peran masyarakat terhadap perlindungan untuk anak sangat

besar. Bersama masyarakat, Lembaga Perlindungan Anak juga

melindungi Anak Sebagai Pelaku tindak pidana tersebut. Selain Peran

Masyarakat dan Lembaga Perlindungan Anak, perlindungan terhadap

anak dapat dilakukan secara berkelompok. Pelaksanaannya dilakukan

dalam bentuk lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan

sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, dan media

massa. Bagi media massa atau pers yang melakukan publikasi identitas

anak tersebut harus mengajukan permintaan maaf kepada anak tersebut

dan berusaha untuk menghilangkan berita yang berkaitan dengan anak.

Selain itu pemulihan nama baik bagi anak tersebut juga harus dilakukan

agar nantinya anak tersebut tidak merasakan takut jika sudah

berhadapan dengan masyarakat disekitarnya.
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2. Faktor-faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadap anak

sebagai pelaku tindak pidana sehingga identitas anak tersebut di

publikasikan diantaranya adalah dari sumber daya manusia yaitu

wartawan sendiri yang masih kurang memahami mengenai peraturan

hukum yang sudah ada termasuk peraturan hukum mengenai anak

(perlindungan anak) dan hak-hak anak yang menjadi pelaku tindak

pidana, budaya kurang peduli terhadap hak-hak seseorang terlebih hak-

hak anak, dan masih mengedepankan atau mengutamakan urusan

pribadi dan mengabaikan kode etik jurnalistik dan peraturan hukum

yang sudah ditetapkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil simpulan di atas maka dalam hal ini penulis dapat

memberikan saran bahwa :

1. Diharapkan bagi wartawan media/pers lebih memahami mengenai

kode etik jurnalistik, perundang-undangan dan peraturan hukum yang

sudah berlaku terutama Undang-Undang No 23 tahun 2002 jo

Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Sehingga nantinya tidak ada lagi kelalaian seperti mempublikasikan

identitas anak yang menjadi pelaku tindak pidana tersebut yang dapat

merugikan anak itu sendiri dan waratawan media/pers yang

mempublikasikannya.
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2. Diharapkan agar masyarakat yang mengetahui adanya pelanggaran

hak terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana salah satunya

adalah pempublikasian identitas dari anak tersebut segera

melaporkannya ke pihak yang berwajib / pihak yang lebih mengerti

mengenai kasus ini (bisa juga melaporkan ke Lembaga Perlindungan

Anak). Selain itu, adanya kerja sama yang baik antara Masyarakat,

Pihak Pemerintah, dan Pihak Media/Pers dalam menjalankan perintah

undang-undang yaitu menjaga kerahasiaan identitas anak dan dalam

melakukan publikasi identitas anak sebagai pelaku tindak pidana.

Karena dengan semakin berkembangnya ilmu dan teknologi saat ini

orang-orang  dapat dengan mudah mengakses artikel-artikel

mengenai kasus yang menyangkut anak yang menjadi pelaku tindak

pidana dan jika mereka mengetahuinya kan berdampak buruk bagi

anak tersebut.
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